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KUTIPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

9. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
buatan.

10. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

11. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat
maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Paragraf 2
Kriteria Kawasan Lindung Nasional

Pasal 55
(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan kriteria:

a. kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas
hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh
puluh lima) atau lebih;

b. kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40%
(empat puluh persen); atau

c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu)
meter di atas permukaan laut.

(2) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat
di hulu sungai atau rawa.

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan.
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Paragraf 2
Kriteria Kawasan Budi Daya

Pasal 64
(1) Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki
faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125
(seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat).

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor
kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling
besar 124 (seratus dua puluh empat).

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan
Kriteria:

a. memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan
jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat; dan/atau

b. merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya
dukung dan daya tampung lingkungan.

(5) Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan
hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat
dikonversi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kehutanan.
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